BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAT
KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

Fa

ted

BUPATI MUARA ENIM

bahwa berdasarkan keteniuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemcnniah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daecrah Otonom, kewenangan
vang tidak atdn belum Japar ditaksanakan oleh Kabopaten
dapat discrahkan kepada Pemerintah Propinsi;

bahwa penyerahan kewenangan sehagaimana dimaksud uruf
a, telah mendapat persctujuan Dewan Perwakilam Rakvat
Dnergh Kabupaten Muara Enim Nomor 172145 DPRD200]
tanggal 15 Pebman 2001

bahwa berdasarkan perimbangan schagmimana dimaksud
dalam huruf & dan b perlu menetapkan Kepulusan Pupati
tentang Penyershan  Sebagian Kewenangan Pemeriniah
Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Propims
Sumatera selatan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 teniang Pembentolean
Daerah Tingkat T dan Kotapraja di  Sumatera Selatan
(Lembaran Megara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Fembaran Negara Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrimtaban
[Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38397,

Perafuran Pemerntah MNomor 23 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah den Kewenangan Propinsi Sebagai
Dacrah Otonome (Lembaran Megars Tabun- 2000 -Nowor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

Peraturan Dacrah Kabupaten Muoara Enim Nomor 16 Tahuti
00 tentang Kewenangan Pemerintah - Kabupaten Muara
Emim; : '




3,
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTLUSE AN

Menetapkan . KEPUTUSAN  BUPATI MUARA  ENIM TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH
EABUPATEN MUARA EMIM KEPADA PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SFLATAN

BABIX
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan

Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3,
4. Penyershan Kewenangan adalah penyerahan sebagion kewenangan di bidang

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Pemerimahan Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan,
Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim,

BAB NI
RKEWENANGAN YANG DISERAHNKAN

Pasal 2

, kewenangan yang diserahkan oleh Pemenntab Kabupaten kepads Pemerintah Propinsi
b adaleh sebanyak 4 (empat) Bidang Kewenangan Pemerintahan schagaimand tercanmgm

dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Jemis dan petincian kewenangan yanp diserahkan sebagaimana maksud Pasal 2 adalah
sebagaimana tercamtum datam kolom 3 lampiran Keputusan ini.



BAB II1
KETENTUAN PENTITLP
iPasal 4

Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

—_—

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan
penempatannya datam |.embaran Daerab Kabupaten Muara Enim.

Ditelapkan di Muara Fnim
pada tangeal 12 Maret 2001

Diundangkan &i Muoara FEnim
pada tanggal 12 Maret 2001

. TARJS DAERAH
TARA FMNIM
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LAMPIRAN EEPUTUSAN BUPATT MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2001

TANGGAL : 12 MARET 2001

TENTANKG : PENYERAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PEMERINTAH
EABUPATEN MUARA ENIM
KEPADA PEMERINTAH PROPINST
SUMATERA SELATAN

- NO KEWENANGAN JENTS KEWENANGAN YANG
' DISERAHKAN

01. BIDANG PERTANAHAN 4. Pembenan Hak Guna Usaha diatas 200

i ; b. Pembatalan Surat Keputusan Pemberan

| Hak dan Pembatalan Serufikat.

¢ Sertifikasi reassal melalur Sorat
Perjanjian Kerja (SPK).

02 BIDANG SOSIAL | Penvelenpgaraan Panti Sosial

|03, | BIDANG KEHUTANAN | Pembinsan Pengendalian Peredara dan
\ Gangguan Satws Liar dan Habitatnya,

04, | BIDANG KESEHATAN Penggajian Tenaga Kesehatan tidak tetap
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